LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala
atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun
2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan selama Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas
kinerja pada tahun keempat dalam masa Renstra DPMPTSP Tahun 2018-
2023. LKIP Tahun 2020 disusun berdasarkan Renja Tahun 2020 dan yang
dijabarkan dari Rencana Strategis (Renstra Tahun  2018-2023). LKIP
DPMPTSP Kota Bekasi disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014. Penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan
bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta
pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP. Komitmen dalam penyusunan
LKIP DPMPTSP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur,
sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP untuk
senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun
2020 pada DPMPTSP Kota Bekasi telah membuahkan hasil pembangunan.
Dari dua indikator kinerja utama, keduanya telah memenuhi kriteria yang
sangat tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah outcome
yang masuk kategori sangat tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas
pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan
berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
implementasi koordinasi yang efektif dan efisien. Namun disadari, masih
terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas
capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk
melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya good
governance pada masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini
dimaksudkan untuk:

A. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-

undangan yang berlaku;
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B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat
melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;

C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi
pemerintah;

D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini
bermanfaat bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada
masyarakat, menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan
menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanaannya.

NIP. 19740829 199661 1001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota

Bekasi Tahun 2020 adalah merupakan suatu bentuk

pertanggungjawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas-
tugas dan merupakan kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun
berjalansertamenjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk
mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKIP DPMPTSP Kota Bekasi
disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014
tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan
bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta
pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP. Komitmen dalam penyusunan
LKIP DPMPTSP bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur,
sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP untuk
senantiasa meningkatkan kinerjanya.Proses penilaian yang terukur ini
menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi DPMPTSP Kota Bekasi untuk
terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus
ditingkatkan.

Laporan kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun
kegagalan dalam bidang pelayanan perizinan dan peningkatan investasi.
Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan perizinan dan peningkatan
investasi ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari DPMPTSP semata,
tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi
masyarakat yang memerlukan pelayanan perizinan serta koordinasi dengan
dinas terkait, dan dalam hal investasi kepercayaan masyarakat terhadap
Pemerintah sangat membantu dalam peningkatan investasi tersebut.

LKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020 ini merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri
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Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan
dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja
DPMPTSP Kota Bekasi.

Untuk mendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam
penyusunan LKIP ini analisa keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama
(IKU) DPMPTSP yang telah ditetapkan pada tahun 2020hanya satu yang
berhasil dicapai. Dari dua indikator kinerja utama DPMPTSP Tahun 2020

menunjukkan angka keberhasilan dan kegagalan sebagai berikut :

1. Sasaran Kedua berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah Indeks
Kepuasan masyarakat Capaian Target 82.80 dengan Realisasi Target
82.80 dan capaian target kinerja 100 % maka capaian kinerja mencapai
target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran Pertama berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah Laju
Peningkatan Investasi Capaian Target 10% dengan realisasi sebesar -
14,83% maka capaian kinerja tidak mencapai target yang telah

ditetapkan.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap
sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi
DPMPTSP ke depan yaitu :

1. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali
potensi dan peluang investasi di wilayah Kota Bekasi serta fokus pada
sektor pertanian dan perkebunan diharapkan menjadi solusi agar
investasi lebih tersebar merata ke seluruh wilayah Kota Bekasi;

2. Peningkatan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kota Bekasi
sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan
LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan
pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di
Kota Bekasi akan meningkat;

3. Meningkatkan sosialisasi perubahan kebijakan secara terpadu antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga masyarakat cepat
menerima informasi terkait dengan perubahan kebijakan dari pemerintah;

4. Perlu peningkatan koordinasi DPMPTSP dengan Kabupaten/Kota dan
PD/Dinas Teknis. Hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan
sinergi antara DPMPTSP Kota Bekasi dengan berbagai unsur PD/Dinas

Teknis. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan
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sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam
perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2020 belum dapat memenuhi harapan.
Meskipun demikian pada Tahun 2020 dan seterusnya akan terus ditingkatkan
capaian kinerja dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan
terarahdengan menjadikanKota Bekasi sebagai tujuan investasi dengan
pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparansebagaimana
tujuanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bekasi yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 DPMPTSP Kota Bekasi.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai
pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan

pelayanan publik di tahun yang akan datang.
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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah(SAKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban
secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu
sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat
kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good
governance.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP
dilakukan dengan Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas kinerja DPMPTSP Kota Bekasi.
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Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Bekasiterbentuk sesuai amanah Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang
diimplementasikan melalui Peraturan DaerahKotaBekasi Nomor 15
Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi, yang sebelumnya merupakan Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Dalam Undang-
Undang 23 Tahun 2014 DPMPTSP melaksanakan urusan
pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di
bidang perizinan dan penanaman modal, maka dibentuk institusi
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(PMPTSP) Dberbentuk Dinas yang selanjutnya disebut Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

DPMPTSP Kota Bekasi mempunyai tugas pokok membantu
Wali Kota Bekasi dalam melaksanakan Koordinasi dan
menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Bidang Perizinan dan
Penanaman Modal yang menjadi urusan Daerah secara terpadu
dengan Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi, Simplifikasi, keamanan
dan kepastian. Selain menjalankan fungsi dalam penanaman modal,
selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik yang mengatur tujuan dari Institusi Pelayanan Publik
harus meliputi 1) Pelaksanaan Pelayanan 2) Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat 3) pengawasan Internal 4) Penyuluhan kepada
masyarakat dan 5) Pelayanan konsultasi merupakan fungsi-fungsi
yang harus dilaksankan oleh DPMPTSP. DPMPTSP Kota Bekasi terus
berupaya berinovasi melakukan perubahan peningkatan Kkinerja,
sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan dari 45 Program
Prioritas Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota terpilih (2018-
2023) yang termasuk dalam program ke-21 dan ke-22 vyaitu
“Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal
Pelayanan Publik Kota Bekasi” dan “Pengembangan layanan publik
berbasisi IT".
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Sesuai dengan tugas pokok DPMPTSP dalam pelayanan
terhadap masyarakat dan meningkatkan nilai investasi di Kota Bekasi,
DPMPTSP mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun
2018-2023, yaitu Misi yang pertama “Meningkatkan Kapasitas Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan Tujuan “Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”, dan
Sasaran dari Misi | tersebut yaitu“ Meningkatnya akuntabilitas dan
profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah” dengan
indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan”.

Untuk Misi DPMPTSP yang berikutnya adalah Misi ketiga dari
RPJMD yaitu “Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa
Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing” dengan Tujuan
“Memperkuat Struktur Perekonomian Kota dengan Fokus
Pengembangan Ekonomi Kreatif’, dan Sasaran dari Misi Il tersebut
yaitu “Meningkatnya lklim Usaha dan Investasi” dengan indikator
kinerja  “Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional
(PMA/PMDN)”.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran
Kota Bekasi tersebut, maka DPMPTSP Kota Bekasi menetapkan
Indikator Kinerja Utama(lKU) yang mengacu pada tugas pokok dan
fungsi dari DPMPTSP Kota Bekasi sebagai institusi Perangkat Daerah
dengan tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan
Pelayanan administrasi dibidang perizinan dan penanaman modalyang
menjadi urusan daerah secara terpadu dengan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.Dalam hal ini
DPMPTSP memiliki dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. yang pertama adalah “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan”. Indikator Kinerja
Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat sasaran
renstra DPMTSP Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Kota Bekasi.
Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi
| RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 vyaitu Meningkatnya
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Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terutama dalam
menunjang pencapaian indkator kinerja sasaran nilai Indeks
Kepuasan Masyarkat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
Indikator Kinerja Utama kedua adalah“Persentase Peningkatan
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)”, Indikator
Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat
sasaran renstra DPMTSP Kota Bekasi yaitu Peningkatan Nilai
Investasi Daerah. Penetapan Sasaran strategis ini untuk
menunjang pencapaian misi lll RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-
2023 yaitu Meningkatnya Perekonomian Berbasis Potensi Jasa
Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing dalam menunjang
pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Nilai
Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA.

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota

Bekasi pada Tahun 2019 memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu :

1.

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Pada Tahun 2019
realisasi nilai IKM DPMTSP Kota Bekasi sebesar 82,75 dari target
sebesar 82,70 dengan capaian kinerja sebesar 100,06%. Hasil
yang diperoleh menunjukkan adannya pencapaian yang melebihi
dari targetdikarenakan sebagian besar perizinan sudah melalui
online seperti aplikasi SILAT dan OSS, sehingga masyarakat
dimudahkan melalui pelayanan tersebut.Dengan capaian yang
baik pada Tahun 2019 DPMPTSP Kota Bekasi tidak lantas
berpuas diri, upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi di
Tahun 2020 dengan penentuan target IKM sebesar 82,80 adalah
denganmelakukan perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara
terus menerus dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan
kepada masyarakat secara optimalperlu dipertahankan dan harus
terus ditingkatkan agar dapat mencapai target akhir Renstra
periode 2018-2023, dengan langkah-langkah sebagai berikut,
Pengembagan Mal Pelayanan Publik dan pengembangan

pelayanan perizinan berbasis online.
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2. Untukindikator Peningkatan Nilai Investasi Daerah dengan

Indikator Kinerja Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional
(PMA/PMDN), adapun realisasi investasi pada Tahun 2019
dengan persentase realisasi sebesar -25,22% dari target kenaikan
investasi setiap tahunnya sebesar 10% dari realisasi tahun
sebelumnya 2018. Tidak tercapainya nilai investasi sesuai target
pada Tahun 2019 dikarenakan masih rendahnya pemahaman para
pelaku usaha terhadap tata cara pelaporan LKPM terutama bagi
para pelaku usaha baru dan kurangnya pemahaman para pelaku
usaha mengenai sistem pelaporan LKPM berbasis NIB (OSS) dan
adanya kesalahan pada penentuan target (terlalu tinggi) kenaikan
nilai investasi yang ditetapkan oleh DPMPTSP Kota Bekasi.
Sebagai upaya untuk meningkatkan nilai investasi di Tahun 2020
adabeberapa hal yang harus dilakukan oleh DPMPTSP Kota
Bekasi:

a) Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui
penyederhanaan dan  harmonisasi  peraturan terkait
penanaman modal (deregulasi peraturan) melalui Kegiatan
Revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal;

b) Membuat data peta potensi investasi di Kota Bekasi melalui
Kegiatan Analisis Profil Potensi Investasi Kota Bekasi;

c) Menyelenggarakan dan mengikuti event promosi potensi
daerah secara berkala melalui Kegiatan Promosi Peluang
Investasi dan Seminar Promosi Peluang Investasi;

d) Melakukan pelatihan bagi UMKM dalam rangka peningkatan
ekonomi melalui Kegiatan Pemberdayaan UMKM melalui
Kemitraan dengan PMA dan PMDN,;

e) Pengawasan, monitoring dan evaluasi ke pelaku usaha dalam
melaksanakan kewajiban LKPM melalui Kegiatan
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN dan
Kegiatan Training LKPM Bagi PMA/PMDN Kota Bekasi;

f) Koordinasi terkait penanaman modal dan investasi ke BKPM
dan DPMPTSP Provinsi.
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1.2

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan
pembahasan lebih lanjut secara komprehensif terkait kinerja
DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2020 sesuai dengan perjanjian
kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB |l
(AKUNTABILITAS KINERJA) pada laporan kinerja DPMPTSP Kota
Bekasi Tahun 2020 ini.

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata
Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bekasi. DMPTSP Kota Bekasi mempunyai peranan penting
sebagai perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) yaitu
Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pendapatan daerah, Dinas
Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian Hukum
Setda, Bagian Organisasi Setda, Bagian Humas Setda dan Inspektorat
Kota Bekasi.

Adapun uraian susunan organisasi yang ada di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bekasiantara lain :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman
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Modal,
2. Seksi Promosi Penanaman Modal;
3. Seksi Deregulasi Penanaman Modal.
d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
membawahkan:
1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;

3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

e. Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan
Pengaduan, membawahkan:
1. Seksi Pengolahan Data Penanaman Modal;
2. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi;

3. Seksi Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan.

f. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Perizinan Penataan Ruang;
2. Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan;

3. Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi.

g. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan,;
2. Seksi Pelayanan Perizinan Perhubungan dan Ketenagakerjaan;
3. Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan
Kesehatan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi
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Seksi Pelayanan Perizinan
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Sumber data : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2020
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Adapun untuk uraian tugas, fungsi dan wewenang yang ada di

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bekasiadalah sebagai berikut :

A.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
Tugas pokok DPMPTSP adalah membantu Wali Kota dalam

memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan

kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi bidang

penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman

modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan

pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan

perizinan jasa usaha untuk mencapai visi dan misi dinas yang

menjadi urusan daerah secara terpadu dengan koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala DPMPTSP

dibantu oleh Sekretaris DPMPTSP yang mengelola perencanaan,

umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 5

(lima) bidang yaitu:

1 Bidang Penanaman Modal;

2. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

3. Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi
Informasi dan Pengaduan;

4. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan;

5. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala DPMPTSP

mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana
kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;

b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan
urusan lingkup bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;
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c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
sekretariat, bidangbidang dan kelompok jabatan fungsional;

d. Pembinaan administrasi perkantoran;

e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait
di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan
perangkat daerah, lembagalinstansi terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan dinas;

f.  Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;

g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna
barang;

h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas
sesuai ketentuan yang berlaku;

i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas
kepada wali kota melalui sekretaris daerah dan laporan
kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

J- Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh wali kota.

B. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan
teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi
urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan

untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

C. BIDANG PENANAMAN MODAL
Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi
perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal,
promosi penanaman modal serta deregulasi penanaman modal

untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
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D. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memimpin,
mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan dinas yang meliputi pemantauan pelaksanan
penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal
serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal untuk

mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

E. BIDANG PELAYANAN DATA, PENGEMBANGAN
TEKNOLOGIINFORMASI, ADMINISTRASI PERIZINAN DAN
PENGADUAN
Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan
Pengaduan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam
memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan dinas yang meliputi pengolahan data
penanaman modal, pengembangan teknologi informasi, serta
pelayanan administrasi, informasi dan pengaduan untuk

mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

F. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN
Bidang Pelayanan PerizinanPembangunan mempunyai tugas
membantu kepala dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan  teknis  dan
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
dinas yang meliputi pelayanan perizinan penataan ruang,
pelayanan perizinan lingkungan serta pelayanan perizinan
konstruksi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di

bidangnya.
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G. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN JASA USAHA
Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas
membantu kepala dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan  teknis  dan
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
dinas yang meliputi pelayanan perizinan perdagangan, pelayanan
perizinan perhubungan dan ketenagakerjaan serta pelayanan
perizinan operasional pendidikan dan kesehatan untuk mencapai

pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

1.3ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pada Tahun 2020 ini Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang
memberikan kontribusi sebesar 5,53% ke dalam realisasi investasi
Provinsi Jawa Barat dengan jumlah perusahaanyang masuk dalam
LKPM sebanyak 1.442 dan meduduki posisi 10 besar investasi di
Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020 ini, hal tersebut
dikarenakanDinas PMPTSP memberikan peranan besar bagi Kota
Bekasi untuk mewujudkan salah satu program prioritas dari Kota
Bekasi yaitu Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas
Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik di Kota bekasi, dari
program prioritas tersebut DPMPTSP mewujudkannya melalui
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan
adanya Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Mal Pelayanan
Publik (MPP) yang saat ini ada di tiga Mal pada tiga kecamatan.
Melalui kegiatan tersebut DPMPTSP terus berusaha dan berupaya
menyediakan pelayanan pemerintah yang cepat, mudah, transparan
dan inovatif bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga diharapkan
akan berdampak padakepuasan masyarakat dan peningkatan nilai
investasi di Kota Bekasi.

Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu
dirumuskan strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan yang
komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas
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pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan

baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas

birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

DPMPTSP Kota Bekasimempunyai beberapa aspek-aspek

strategis antara lain:

a)

Aspek-aspek Strategis:

Aspek-aspek strategis DPMPTSPKota Bekasi diperoleh

dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau
arah kebijakan dan program RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar

dapat diuraikan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Kurangnya
pemahamanmasyarakatterhadapperizinansehingganilaiinvest
asi di Kota Bekasi masihkurang optimal;

Belum optimalnya fasilitas pengontrol dan monitoring berkas
perizinan;

Belum optimalnya sistem online yang memudahkan
pengaksesan dan penginputan secara langsungserta
lamanya waktu penyelesaian perizinan;

Sinergitasantara dinas teknismasihkurang optimal
sehinggawaktutempuhperizinanbelumsesuaidengan SOP;
Belum tersedianya ruang arsip yang representatif;

Sumber daya manusiadalambidang IT masihkurang optimal
untuk menunjang proses pelayanan perizinan berbasis
online;

Lahan parkir yang terbatas bagi pemohon di lingkungan
kantor DPMPTSP Kota Bekasi;
Masihrendahnyajaminandanperlindunganinvestasi;
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9) Kurangnya optimalnya kegiatan promosi dan pengembangan
investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang
berkembang;

10)Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi yang
akurat;

11)Belum  optimalnya perusahaan PMA/PMDN  dalam
menyampaiakan LKPM,;

12)Masih rendahnya pelaku usaha dalam pengisian LKPM
secara online yang telah disediakan oleh BKPM;

13)Belum optimalnya sistem aplikasi perizinan OSS vyang
terintegrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah.

b) AspekKetatalaksanaan:

Dari aspek ketatalaksanaan, beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam tata kerja dan teknis penyelenggaraan
pelayanan perizinan, melaksanakan prinsip-prinsip integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik internal Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bekasi maupun Satuan Unit Kerja Standar OperasionalProsedur
(SOP) dalam lingkungan pemerintah daerah sebagai Tim Teknis
dengan prinsip dasar :

1. Kesederhanaan (prosedur mudah, cepat, tepat, lancar, tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah di laksanakan).

2. Kejelasan dan kepastian (prosedur/tata cara pelayanan,
persyaratan teknis/administrasi,rincian biaya/tarif pelayanan)

3. Kepastian Waktu (pemrosesan dapat diselesaikan dalam
waktu yang telah ditetapkan)

4. Kepastian Hukum (setiap dokumen perizinan atau non
perizinan memberikan jaminan legalitas sesuai dengan
peruntukan izin tersebut, memberikan jaminan asa aman

bagi para pemegang izin atau non izin.
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Pola mekanisme kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui instrument SOP
merupakan  sebuah instruksi tertulis untuk dijadikan
pedoman/acuan yang didasari dengan Keputusan Wali kota
Bekasi Nomor : 060/Kep.450-Org/VI11/2020 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi merupakan prosedur
standar yang digunakan dalam menyelesaikan tugas pelayanan
publik secara efektif dan efisien guna menghindari terjadinya
variasi penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh
setiap aparatur.

Terkait dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan terpadu, SOP pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat jenis-jenis
serta klasifikasi, landasan hukum, saran atau obyek, mekanisme
pelayanan, persyaratan, biaya dan waktupenyelesaian masing-
masing perizinan dan non perizinan yang di layani. Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai standar pelayanan.Standar pelayanan merupakan
ukuran minimal yang di berlakukan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan,
berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis
penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan,

standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

Prosedur pelayanan;
Waktu penyeselesaian;
Biaya pelayanan;
Produk pelayanan;

Sarana dan prasarana;

2 L o A

Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

c¢) Aspek Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi
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DPMPTSPKota Bekasi merupakan suatu sistem
pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi,
sebagai jawaban dan jalan keluar atas permasalahan pelayanan
publik saat ini, dengan demikian diharapkan dengan penerapan
sistem DPMPTSP ini memberikan dampak positif/manfaat bagi
Kota Bekasi, antara lain:

Meningkatkan kualitas layanan publik;

2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk
memperoleh pelayanan publik yang mudah, cepat transparan
dan pasti;

3. Meningkatkan iklim investasi, baik berskala kecil, menengah

maupun besar;

Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;

Memberikan kepastian hukum dan jaminan;

Menyumbang peningkatan pendapatan daerah;

N o o bk

Memperbaiki citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi
publik.

Dalam penyelenggarakan pelayanan perizinan dan
penanaman modal dengan melaksanakan prinsip-prinsip integrasi
dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal pada lingkungan
masing-masing maupun antar satuan unit kerjasama dengan
wilayah kerja DPMPTSP.Prinsip dasar dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan penanaman modal diantaranya adalah

sebagai berikut :

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan harus dilaksanakan
secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit,
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan dan kepastian dalam hal :

a. Prosedur/tata kerja;

b. Persyaratan, baik persyaratan teknis  maupun
persyaratan administratif;

c. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan
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d. Rincian biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara
pembayarannya yang dibebankan kepada pemohon
bagi perizinan yang dikenakan retribusi.

3. Kepastian waktu, pemrosesan permohonan perizinan dan
non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah
ditetapkan tanpa memperhatikan skala usaha pemohon;

4. Kepastian hukum :

a. Baik persyaratan, pemrosesan perizinan maupun
pembiayaan dilaksanakan dengan ketentuan yang telah
ditetapkan;

b. Setiap dokumen perizinan dan dokumen non perizinan
lainnya memberikan jaminan legalitas usaha dan
kewenangan untuk mengelola sumber-sumber daya
secara bertanggung jawab sesuai dengan peruntukan
izin tersebut;

c. Setiap dokumen perizinan dan non perizinan

memberikan jaminan rasa aman bagi pemegangnya.

5. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah
instruksi  tertulis untuk dijadikan pedoman dalam
menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan
efisien guna menghindari terjadinya variasi atau
penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh
setiap aparatur. Terkait dengan kebutuhan penyelenggaraan
pelayanan perizinan terpadu, SOP pada DPMPTSP
seyogyanya memuat jenis-jenis serta klasifikasi, landasan
hukum, saran atau obyek, mekanisme pelayanan,
persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-masing
perizinan dan non perizinan yang dilayani.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman
modal tersebut didukung dengan aspek sumber daya
aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya, disiplin,
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memiliki etika kesopanan dan keramahan dalam
berkomunikasi baik dalam hal tutur bahasa, raut muka

maupun bahasa tubuh yang terangkum pada Kode Etik (code
of Conduct)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Kota Bekasi.

Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan

Sumber daya pada DPMPTSP Kota Bekasi dapat dilihat
dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1

SUMBER DAYA APARATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

PNS TKK
pendidikan | JUMIah | puang | Jumiah | o an | Jumiah
S3 - IV.c - S3 -
S2 24 IV.b 2 S2 4
S1 42 IV.a 7 S1 86
D4 2 l.d 18 D4 -
D3 1 lll.c 20 D3 20
D2 - lll.b 13 D2 1
D1 - lll.a 9 D1 -
SLTA 6 Il.d 4 SLTA 58
SLTP - Il.c 1 SLTP -
SD - Il.b 1 SD -
Il.a -

JUMLAH 75 75 169

Sumber data :Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP s.d. Desember

Tahun 2020

Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, aspek sarana

dan prasarana mempunyai peranan penting sebagai berikut :

1.

Kemudahan Akses;

2. Kenyamanan;
3.
4

. Sarana.

Fungsi Ruang;
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Adapun Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung
Kantor yang berada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
Tahun Anggaran 2020
Per-31 Desember 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp)

1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 883 6.776.827.936,00
Alat-alat Angkutan 16 2.113.589.400,00
- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 10 2.031.665.000,00
- Sepeda Motor 6 81.924.400,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 831 4.446.427.736,00
Mesin Kontrol/jaga 1 57.840.000,00
Lemari Besi 1 3.620.320,00
Rak Besi/Metal 5 14.450.000,00
Filling Besi/Metal 22 49.055.600,00
Rotary Filling 3 82.194.000,00
Lemari Kaca 5 22.419.840,00
Lemari kayu 5 20.450.000,00
Papan Visual 2 102.670.000,00
Alat Penghancur Kertas 2 12.500.000,00
Mesin Absensi 2 13.000.000,00
Overhead Projektor 1 7.925.000,00
Meja Kayu/Rotan 2 8.445.000,00
Meja Rapat 1 6.500.000,00
Meja Reseption 1 7.636.000,00
Kursi Rapat 44 89.980.000,00
Kursi Biasa 4 2.000.000,00
Bangku Tunggu 55 165.262.000,00
Meja Biro 12 32.784.000,00
Sofa 3 30.930.000,00
AC Unit 14 155.753.600,00
AC Split 19 136.411.400,00
Televisi 2 9.650.000,00
Camera Video 1 49.300.000,00
Dispenser 4 7.836.000,00
Mainframe 1 33.000.000,00
P.C Unit 95 1.032.617.089,00
Lap Top 12 133.642.100,00
Note Book 8 75.722.250,00
Hard Disk 13 41.717.400,00
Scanner 45.000.000,00
Monitor 4.272.000,00
Printer 76 241.613.112,00
Scanner 16 430.933.250,00
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NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp)
Server 6 230.875.875,00
Peralatan Jaringan Lain-lain 11 97.664.000,00
Meja Kerja Pegawai Non Struktural 157 508.392.000,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon II 3 8.496.500,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon I11 48 109.742.000,00
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 78 89.121.400,00
Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 24 47.735.600,00
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 53 174.100.400,00
Buffet Kayu 13 53.170.000,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi 32 187.210.800,00
- Camera + Attachment 2 15.543.800,00
- Proyektor + Attachment 1 14.956.000,00
- Rak Peralatan 1 8.900.000,00
- Layar Film 1 3.975.000,00
- Sound System 1 9.350.000,00

DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN Halaman 1 dari 2

NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp)
- Telephone (PABX) 1 1.850.000,00
- Handy Talky 1 8.986.000,00
- Facsimile 1 2.650.000,00
- Handphone 20 89.200.000,00

- Alat Komunikasi Lain-lain

Alat Laboratorium
- Generator Set (Lab Scale)

Alat-alat Perenjataan/Keamanan

- Alat Keamanan Lain-lain

3 31.800.000,00
1 5.000.000,00
1 5.000.000,00
3
3

24.600.000,00
24.600.000,00

TOTAL 883 6.776.827.936,00

DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN

Halaman 2 dari 2

Sumber data : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2020

1.4KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP pada Tahun 2020adalah

sebagai berikut :

Tabel 1.3
Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020

NO PROGRAM KEGIATAN
1 | Program Pengawasan Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian PMA/PMDN
Pelaksanaan Training LKPM Bagi PMA/PMDN di
Penanaman Modal Kota Bekasi
2 | Program Pengelolaan | IKM Pelayanan Perizinan

Pelayanan Terpadu

Peningkatan Kinerja Pelayanan pada
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NO

PROGRAM

KEGIATAN

Satu Pintu (PTSP)

Mall Pelayanan Perizinan (MPP)

Pengembangan Pelayanan pada Mall
Pelayanan Perizinan (MPP)

Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Pelayanan Perizinan Online

Program Pengolahan
Data dan Informasi
Perizinan dan
Investasi

Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Pelayanan Perizinan Online

Pengembangan Sistem Pelayanan
Perizinan Online

Program Perencanaan
dan Pengembangan
Iklim Penanaman
Modal

Analisis Profil Potensi Investasi Kota
Bekasi

Pemberdayaan UMKM Melalui
Kemitraan dengan PMA dan PMDN

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perudang-Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran

Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Penataan Arsip

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemeliaraan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal
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Secara umum layanan organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi menjalankan
4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian
dan evaluasi.

Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk
menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan
misi Kota Bekasi.

Koordinasi yang dilakukan mencakup antar PD dan daerah dengan
kelembagaan provinsi dan pusat, serta dengan kelompok/lembaga
swadaya masyarakat.

Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan
program dan kegiatan upaya mengendalikan agar
realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas,
dan sasaran.

Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan

evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Produk layanan dariDPMPTSP Kota Bekasi adalah produk
pelayanan yang berasal dari 2 (dua) bidang dan 6 (enam) seksi yang
ada di DPMPTSP Kota Bekasi, diantaranya :

1. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan :

a. Pelayanan Perizinan Penataan Ruang yang meliputi :
1) lzin lokasi;
2) lzin mendirikan bangunan (IMB);
3) lzin pelaku teknik bangunan.

b. Pelaksanaan pelayanan perizinan konstruksi yang meliputi :
1) Izin mendirikan rumah sakit swasta;
2) lzin mendirikan sekolah swasta;
3) lzin usaha jasa konstruksi (IUJK);
4) lzin reklame/penyelenggaraan dan pemasangan.

c. Pelaksanaan pelayanan perizinan lingkungan yang meliputi :
1) lzin lingkungan;
2) lzin pembuangan limbah cair (SIPLC);

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Page 22



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020

3)

4)

Izin pengelolaan limbah B3 untuk jasa usaha (kegiatan
pengumpulan limbaB3);
Izin pengelolaan limbah B3 untuk penghasil (kegiatan

penyimpanan limbah B3).

2. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha :

a. Pelayanan Perizinan Perdagangan yang meliputi :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Izin usaha toko swalayan (IUTS);

Izin usa pusat perbelanjaan (IUPP);

Izin tanda daftar gudang (TDG);

Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);

Izin penyelenggaraan hiburan;

SIUP minuman ber-alkohol (SIUP-MB) gol. B dan C;
|zin usaha perdagangan (IUP);

Nomor induk berusaha (NIB).

b. Pelaksanaan pelayanan perizinan perhubungan dan

ketenagakerjaan yang meliputi :

1)
2)
3)

4)
o)

6)

7)

LPK/BLK;

|zin pengusaha angkutan;

Izin LPTKS-Akal (lembaga penempatan tenaga kerja
swasta antar kerja lokal);

Izin penggunaan tempat makam (IPTM);

|zin trayek lokal;

Izin pengelolaan parkir kendaraan bermotor yang dikelola
pihak swasta;

|zin kartu pengawas.

c. Pelaksanaan pelayanan perizinan operasional pendidikan dan

kesehatan yang meliputi :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

|zin apotek;

Izin penyelenggaraan laboratorium;

|zin perdagangan toko obat;

|zin operasional klinik;

Izin operasional RS;

Izin operasional klinik umum dan khusus (klinik umum

pratama);
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7) lzin usaha obat hewan;

8) lzin usaha peternakan,;

9) lzin toko alat kesehatan;

10)I1zin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang
pembawa penyakit;

11)Usaha mikro obat tradisional;

12)1zin usaha perkebunan;

13)lzin usaha hortikultura;

14)lzin usaha tanaman pangan;

15)Tanda daftar usaha pengolahan hasil perkebunan;

16)lzin usaha perikanan;

17)Sertifikat produksi perusahaan rumah tangga (PRT) alat
kesehatan rumah tangga (PKRT);

18)Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-
IRT);

19)SIP dokter umum;

20)SIP bidan;

21)SIP dokter spesialis;

22)SIP dokter gigi;

23)SIP ketenaga kerjaan;

24)SIP dokter hewan;

25)SIP perawat;

26)SIP apoteker;

27)SIP asisten apoteker;

28)SIP tenaga teknis kefarmasian;

29)SIP fisioterapis;

30)SIP terapis okupasi terapi;

31)SIP terapis wicara;

32)SIP perawat gigi dan mulut;

33)SIP analis kesehatan;

34)SIP refraksionis optisien/optometris;

35)SIP tenaga gizi;

36)SIP radiografer;

37)SIP tenaga sanitarian;
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38)SIP teknis kardiovaskuler;

39)SIP perekam medis;

40)SIP elektromedik;

41)SIP tenaga transfusi darah;

42)SIP ortotis prostetis;

43)Pengobatan tradisional/batra;

44)lIzin penyelenggaraan tukang gigi;

45)lzin salon kecantikan;

46)lzin optikal;

47)lzin penyelenggaraan puskesmas;

48)lzin pendirian sekolah (TK);

49)lzin operasional sekolah (SD dan SMP);

50)1zin praktek akupuntur;

51)lzin praktek psikolog analis;

52)lzin praktek penata anestesi;

53)Izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal
(PAUD DIKMAS);

54)lzin rumah potong hewan;

55)lzin usaha veteriner;

56)lzin praktek paramedik veteriner.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian LKIP Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2020mengacu
kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota

Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB|I PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan
wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan

dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian
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BAB lI

BAB lli

PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan
strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang

bersangkutan.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian Kinerja organisasi secara

umum.

. Analisis Capian Indikator KinerjaUtama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja
utama, analisis dan evaluasi capaian kinerja yang
menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran
Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai
berikut :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;

2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;

3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun
ini dengan target jangka menengah yang terdapat
dalam Dokumen Rencana Strategis;

4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan;

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilits Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi
anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.
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D. Prestasi Organisasi
Menampilkan prestasi yang dicapai oleh DPMPTSP Kota
Bekasi sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi
maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi

pemerintah dalam kurun waktu 2020.

BAB IV PENUTUP
Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra)
yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan
tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator
kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

21 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana
Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan,
Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam
pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
penyusunan Rencana Strategismerupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan
global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana
Strategisyang jelas dan sinergi, instansi pemerintah dapat lebih
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala
yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Pada Review Rencana StrategisDinasPenanaman Modal
danPelayanan Terpadu SatuPintu Kota Bekasi Tahun 2018-2023
ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi
pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah,

pemerintah daerah, masyarakat dan dunia wusaha di dalam
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mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang

berkesinambungan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan
yang ingin dicapai DinasPenanaman
ModaldanPelayananTerpaduSatuPintuKota Bekasi yaitu :

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN
KEPADA MASYARAKAT.

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan

pelayanan dengan profesional, ramah, ikhlas, mudah dan
akuntabel.

2. PENINGKATAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH.
Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan investasi baik
dalam perbaikan infrastruktur maupun iklim usaha yang
berada di Kota Bekasi.

Tujuan dari strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota
Bekasi untuk DinasPenanaman Modal
danPelayananTerpaduSatuPintu Kota Bekasi dalam RPJMD
Kota Bekasi pada Peraturan Daerah 08 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Seri E)
adalah “Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan”,
“‘Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik
melalui Mall Pelayanan Publik” dan “Menciptakan Iklim Usaha

Yang Berdaya Saing”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,

dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan
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sejalan dengan tujuan vyang ditetapkan. Berdasarkan

perumusan Tujuan Renstra DPMPTSP yang mengacu pada
RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 maka dapat dirumuskan

2 (dua) sasaran, yaitu :

1.

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN.

Sasaran ini diarahkan pada meningkatkan kualitas kinerja
pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka
memberikan pelayanan yang prima dan reponsif melalui

PTSP yang terintegrasi.

PENINGKATAN NILAI INVESTASI DAERAH.

Sasaran ini diarahkan pada meningkatnya daya tarik
penanaman modal melalui promosi yang informatif
berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan kemudahan pada
pelayanan prima baik PMA/PMDN guna peningkatan

investasi.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Kota Bekasi beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel
21 :
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TABEL 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangak Daerah

DPMPTSP Kota Bekasi

TARGET KINERJA SASARAN PADA
INDIKATOR TAHUN KE-

NO TUJUAN SASARAN
TUJUAN/
SASARAN 2019 | 2020 | 2021 2022 2023
(1) (2) (3 @ (5 (6) (7) (8 9)
1. | Meningkatkan
Kua“tas Pelayanan - Indeks Kepuasan 82,70 82,80 82,90 83,00 83,10
Perizinan Kepada Masyarakat
Masyarakat
Meningkatnya | Indeks Kepuasan
Kinerja Masyarakat (IKM) 82,70 |82,80 | 82,90 | 83,00 83,10
Pelayanan Pelayanan
Perizinan dan Perizinan dan Non
Non Perizinan | Perizinan
2. | Peningkatan Daya Peringkat 10% 10% | 10% 10% 10%
Saing Investasi Realisasi Investasi
Daerah - Regional Jawa

Barat

Peningkatan Persentase Nilai 10% 10% | 10% 10% 10%
Nilai Investasi Investasi Berskala
Daerah Nasional

(PMA/PMDN)

Sumber data : Renstra Dinas PMPTSP 2018-2023

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Dari 2 (dua) sasaran strategis yang tertulis dalam
Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi Tahun
2018-2023 ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran yang
selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama DPMPTSP
Kota Bekasi 2018-2023 dengan Wali Kota Bekasi dalam rangka
mendukung pencapaian IKU Wali Kota yang berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan
ukurankeberhasilan yang menggambarkan kinerja utama
darisuatutujuan dan sasaranstrategis Dinas Penanaman Modal
dan PelayananTerpadu Satu PintuKotaBekasi. IKU dipilih dari
seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan
memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator kinerja
yang baik, sebagai dasar penilaian untuk setiap jabatan yang
ada. Adapun target Indikator Kinerja Utama DPMPTSP sesuai
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dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2013 dapat disajikan ke
dalam tabel berikut :
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2020

TABEL 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI TAHUN 2020

Nilai Investasi
Daerah

Peningkatan Nilai
Investasi Berskala
Nasional
(PMA/PMDN)

dihitung berdasarkan
Peningkatan Nilai Investasi
sebesar 10% dari realisasi
tahun sebelumnya (n-1)

Rumus :
Nilai Investasi (Tahun N) — Nilai Investasi (Tahun N-1)

X 100%
Nilai Investasi N-1

INDIKATOR PENJELASAN
NO SASARAN KINERJA
SASARAN ALASAN PENJELASAN / RUMUS SATUAN TARGET
1 2 3 5 6 7 8
Hasil Survey IKM dihitungberdasarkanrumusan/formula sesuai Peraturan Menteri
1 Meningkatanya IndeksKepuasanMa Hasil Survey IKM Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Indeks 82.80
Kinerja syarakat (IKM) inimerupakan data Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Pelayanan Pelayanan Perizinan | pendukungindikatorutamaun Masyare_zkat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Perizinan dan dan Non Perizinan tukmendukungtercapainnyas Rumus : o ) . . o
Non Perizinan asaranrenstra RPJMD 2018- | NRR = Nilai Rata Rata (diambil dari jumlah nilai unsur 1 s.d 9)
2023 Kota Bekasi U1 s.d U9 = Unsur-unsur pelayanan (ada 9 unsur penilaian pelayanan)
Rumus :
IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai Penimbang
Total Unsur yang Terisi
IKM = Jumlah NRR Tertimbang X 25
Jumlahlnvestasi di Kota Bekasi berdasarkanlaporanPenanaman Modal dari LKPM.
2 Peningkatan Persentase Peningkatan Nilai Investasi % 10%

Sumber data : Renstra Dinas PMPTSP 2018-2023
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2.2

PerjanjianKinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana
Kerja Tahunan (Renja) yang yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja
tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan
khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu
dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur
kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerjayang akandilaksanakandalamsatutahun antara
kepala DPMPTSPKotaBekasidenganWali
Kotasebagaiatasanlangsungnya.
DalamPerjanjianKinerjaditetapkanrencanacapaiankinerjatahunanuntuk
seluruhindikatorkinerja yang ada pada tingkatsasaranmaupunkegiatan.

Program-program pada DPMPTSP KotaBekasimerupakan ukuran
kinerjaatau ukuran keberhasilandalamsuatu kegiatan yang didapatkan
atas hasil identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi dan

ditetapkansebagailndikatorKinerja.

IndikatorKinerjakegiatan yang
akanditetapkandikategorikankedalamkelompok dan Indikator-
indikatortersebut secara
langsungatautidaklangsungdapatmengindikasikansejauh mana

keberhasilanpencapaiansasaran.

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020
merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra DPMPTSP Kota
Bekasi 2018-2023, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja
yang terkait dengan tugas fungsi DPMPTSP Kota Bekasi. Selanjutnya
target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai
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bahan evaluasi per triwulan. Penetapanperjanjian
kinerjapadaDinasPenanaman Modal danPelayananTerpaduSatuPintu
(DPMPTSP) Kota Bekasi merupakanbagiandari sasaran, indikator
kinerja, targetserta program/kegiatan yang dapat

disajikanpadatableberikut:
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TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN TRIWULAN TARGET
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Indeks 82,80 Triwulan | -
Kinerja Pelayanan | Masyarakat (IKM) Pelayanan
Perizinan dan Perizinan dan Non Perizinan. Triwulan Il 82,80
Non Perizinan.
Triwulan IlI -
Triwulan IV 82,80
2 Peningkatan Nilai | Persentase Peningkatan % 10% Triwulan | 2%
Investasi Daerah Nilai Investasi Berskala
Nasional (PMDN/PMA) (Persen)
Triwulan Il 5%
Triwulan IlI 7%
Triwulan IV 10%

Sumber data : Lampiran Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2020
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Tabel 2.4

ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PADA PERJANJIAN KINERJA
DPMPTSP KOTA BEKASI

Alokasi Triwulan

No Program / Nama Kegiatan Pagu Kegiatan Ket
| Il ] v

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengendalian
19.920.000 19.920.000 0 0 0 APBD

Pelaksanaan Penanaman Modal.

1 Pengawasan, Monitoring dan 19.920.000 19.920.000 0 0 0 APBD
Evaluasi PMDN/PMA.
Program Pengelolaan Pelayanan 11.239.670.750 805.950.969 4.793.544.027 4.215.762.377 1.424.413.377 | APBD/ DID
Terpadu Satu Pintu (PTSP).

1 IKM Pelayanan Perizinan. 5.943.000 0 1.950.000 0 3.993.000 APBD

2 | Peningkatan Kinerja Pelayanan pada 2.908.581.750 639.696.719 747.202.777 703.886.127 817.796.127 APBD
Mal Pelayanan Perizinan (MPP)

3 | Pengembangan Pelayanan pada 8.325.146.000 166.254.250 4.044.391.250 3.511.876.250 602.624.250 DID
Mall Pelayanan Perizinan (MPP)
Program Pengolahan Data dan 750.750.000 107.831.000 10.050.000 10.250.000 622.619.000 | APBD/ DID
Informasi Perizinan dan Investasi.

1 Pengembangan Sistem Pelayanan 600.000.000 0 0 0 600.000.000 DID

Perizinan Online
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Alokasi Triwulan

No Program / Nama Kegiatan Pagu Kegiatan Ket
| ] [} v

1 2 3 4 5 6 7 8

2 | Pengelolaan dan pengembangan 150.750.000 107.831.000 10.050.000 10.250.000 22.619.000 APBD
Sistem Pelayanan Perizinan Online.
Program Perencanaan dan 700.000.000 0 0 202.799.500 497.200.500 DID
Pengembangan lklim Penanaman
Modal.

1 | Analisis Profil Potensi Investasi Kota 200.000.000 0 0 200.000.000 0 DID
Bekasi.

2 | Pemberdayaan UMKM Melalui 500.000.000 0 0 2.799.500 497.200.500 DID
Kemitraan dengan PMA dan PMDN
Program Pelayanan Administrasi APBD
Perkantoran. 13.031.550.000 2.835.874.890 3.962.995.890 3.124.641.640 3.108.037.580

1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, 579.000.000 162.375.000 162.375.000 162.375.000 91.875.000 APBD
Sumber Daya Air dan Listrik.

2 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 225.000.000 49.992.390 49.992.390 49.992.390 75.022.830 APBD

3 | Penyediaan Alat Tulis Kantor. 500.000.000 1.400.000 445.800.000 1.400.000 51.400.000 APBD

4 | Penyediaan Barang Cetakan Dan 440.000.000 16.467.000 390.200.000 17.080.000 16.253.000 APBD
Penggandaan.

5 | Penyediaan Komponen Instalasi 7.291.000 2.291.000 0 0 5.000.000 APBD

Listrik/Penerangan Bangunan
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Alokasi Triwulan

No Program / Nama Kegiatan Pagu Kegiatan Ket
| ] [} v

1 2 3 4 5 6 7 8
Kantor.

6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan 5.952.000 5.952.000 0 0 0 APBD
Peraturan Perundang-undangan

7 | Penyediaan Makanan dan Minuman. 30.400.000 7.230.000 8.150.000 8.005.000 7.015.000 APBD

8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan 91.757.000 9.000.000 41.378.500 20.689.250 20.689.250 APBD
Koordinasi Ke Luar Daerah.

9 | Penyediaan Jasa Tenaga 11.030.550.000 2.554.540.000 2.838.472.500 2.838.472.500 2.799.065.000 APBD
Administrasi/Teknis Perkantoran.

10 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. 121.600.000 26.627.500 26.627.500 26.627.500 41.717.500 | apgp
Program Peningkatan Sarana dan 382.600.000 114.527.500 102.078.000 42.592.250 123.402.250 APBD
Prasarana Aparatur.

1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 100.000.000 40.000.000 40.000.000 0 20.000.000 [ ApBD
Kantor.

2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala 240.000.000 59.527.500 57.078.000 42.592.250 80.802.250 | ApBD
Kendaraan Dinas/Operasional.

3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala 42.600.000 15.000.000 5.000.000 0 22.600.000 | ApBD

Peralatan Gedung Kantor.

Sumber data : Lampiran Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2020
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BAB Il
AKUNTABILTAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapaimisi
organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintahyang dilaksanakan
secara periodik. Sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi merupakan perwujudan dari
pelaksanaan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan kinerja peningkatan investasi dan pelayanan perizinan sesuai misi
dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan
terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
DPMPTSP Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2020. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja
dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih
atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja
tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performanceimprovement).
Pengukuran kinerja dilakukan dengan caramengumpulkan data-data capaian
kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan
Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.322-DPMPTSP/VIII/2019
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
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3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja sasaran strategis DPMPTSPKota Bekasi
dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat
outcome atau output realisasi kinerja aktual tahun 2020 dengan target,
sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase. Capaian
sasaran strategis diindikasikan dengan capaian indikator kinerja outcome.
Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian IKU vyaitu indikator
yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi
atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam
dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan
sumber daya dalam mencapai kinerja IKU.

Capaian kinerja yang telah dicapai DPMPTSP Kota Bekasi selama
tahun 2020, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang
telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Bekasi tahun 2018-2023
serta perjanjian kinerja DPMPTSP Kota Bekasi tahun 2020 sebayak 2 (dua)
sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja, namun hanya yang 1 (satu)
indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator
kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran

strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

TABEL 3.1

CAPAIAN KINERJA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI TAHUN 2020

NO | SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
STRATEGIS KINERJA KINERJA
(%)
1 2 3 4 5 6 8
1. | Meningkatnya | Indeks Kepuasan Indeks 82,80 82,80 100%

Kinerja

Masyarakat (IKM)

Pelayanan Pelayanan Perizinan
Perizinan dan | dan Non Perizinan
Non

Perizinan
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NO | SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
STRATEGIS KINERJA KINERJA
(%)
1 2 3 4 5 6 8
Peningkatan Persentase % 10 -14,83 -148,3

Nilai Investasi
Daerah

Peningkatan Nilai
Investasi Berskala
Nasional
(PMA/PMDN)

Sumber data : Renstra DPMPTSP 2018-2023dan Laporan Tahunan DPMPTSP Kota
Bekasi Tahun 2020

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai

pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada
indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator
kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota BekasiTahun
2018-2023. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk
mencapai sasaran startegis pertama vyaitu Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, diukur melalui 1 (satu) indikator
yaitu : Pertama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan100% (mencapai target), maka dapat dikatakan bahwa
sasaran strategis DPMPTSP Kota BekasiMeningkatnya Kinerja Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan pada indikator ini tercapai.

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Peningkatan Nilai
Investasi Daerah, DPMPTSP Kota Bekasi telah menetapkan indikator yaitu
Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)
dengan capaian kinerja -148,3%(tidak mencapai taget), dapat
dinterpretasikan sasaran DPMPTSP Kota Bekasi pada indikator ini tidak
tercapai.

Dengan melihat 2 (dua) indikator untuk mengukur 2 (dua) sasaran

strategis dimana hanya 1 (satu) indikator yang tercapai maka capaian

indikator kinerja tersebut hanya mendukung kepada ketercapaian indikator

tujuan DPMPTSP Kota Bekasi dalam Meningkatkan kualitas pelayanan

perizinan kepada masyarakat yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinandan Non Perizinan yang mencapai

targetyaitu dengan indeks sebesar 82,80 dari target yang telah ditetapkan
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sebesar 82,80 dengan capaian kinerja 100%. Namun untuk tujuan DPMPTSP
Kota Bekasi dalam Peningkatan daya saing investasi daerah dengan
indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional
(PMA/PMDN) yaitu dengan realisasi sebesar -14,83% dari target yang telah
ditetapkan sebesar 10% dengan capaian kinerja -148,3%. Hal tersebut
menujukan bahwa indikator sasaran DPMPTSP Kota Bekasimasih belum
sepenuhnya mendukung tujuan DPMPTSP Kota Bekasi dan capaian sasaran
startegis pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan kapasitas
dan kualitas kelembagaan pemerintah sertaMeningkatnya iklim usaha dan

investasi.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan

Indikator Kinerja :Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan Perizinan dan NoN Perizinan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25
tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan
pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna
memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan
publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan
melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara
komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh
dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini
diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan
dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong
penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan
melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP

Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14
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tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa
maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu
Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan,
Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan
Penanganan pengaduan saran dan masukan yang diukur terhadap 4 (empat)
lokasi layanan pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks
Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.2
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKM
TAHUN 2020
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
NO SASARAN CAPAIANKINERJ
SATUAN | TARGET | REALISASI
A TAHUN 2020
1 2 3 6 7 8
1 Indeks Kepuasan Indeks 82,80 82,80 100%

Masyarakat (IKM) Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan

Sumber data : Laporan Tahunan DPMPTSP Tahun 2020

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target IKM DPMPTSP
Kota Bekasi pada tahun 2020 sebesar 82,80 indeks, sementara realisasi
mencapai 82,80 indeks, maka capaian kinerja tahun 2020 atas indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
sebesar 100%, maka capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada
Tahun 2020 hasil yang diperoleh menunjukkan adannya pencapaian sesuai
target.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPTSP Kota Bekasi,
digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui survey
terhadap 4lokasi layanan publikyang dikelola oleh DPMPTSP Kota
Bekasi.Survey dilakukan secara langsung terhadap setiap pemohon yang

akan mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survey indeks
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kepuasan masyarakat yang meliputi 9 unsur. Untuk melihat nilai hasil survey

kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.3

HASIL PERHITUNGAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA
DPMPTSP KOTA BEKASI TAHUN 2020

NILAI NO NILAI RATA- | NILAIRATA-
UNIT IKM | UNSUR UNSUR PELAYANAN RATA TERTBANG

u1 Persyaratan 3.286 0.361

U2 Prosedur 3.254 0.358

U3 Waktu Pelayanan 3.234 0.356

u4 Biaya Tarif 3.516 0.387

us Produk Layanan 3.231 0.355

82.80 U6 Kompetensi Pelaksanaan 3.270 0.360

u7 Perilaku Pelaksana 3.286 0.361

us Penanganan Pengaduan | 3.341 0.367

Saran dan Masukan
uo Sarana dan Prasarana 3.492 0.384
Jumlah | 29.91 3.290

Sumber data : Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan
Pengaduan DPMPTSP Tahun 2020

Dari hasil IKM unit Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi semester
Il yaitu 82,80, DPMPTSP Kota Bekasi memperoleh Mutu Pelayanan
kategori B (BAIK) : 76,61-88,30. Indeks Kepuasan Masyarakat
sesuai dengan Target IKM DPMPTSP sebesar 82,80.

¢ Analisis Penyebab Keberhasilan

Pencapaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2020 ini

mencapai target 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja

dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari
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penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang

dimaksudkan antara lain :

1. Tersosialisasinya pemahaman masyarakat mengenai kinerja
pelayanan perizinanyang sudah mulai ada perubahan dengan
dilakukannya sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh
DPMPTSP Kota Bekasi diantaranya adalah :

e One Day Service Pelayanan Perizinan kepada Dunia Usaha,
asosiasi dan masyarakat;

e Sosialisasi perizinan melalui media sosial (Instagram, Facebook &
Twitter);

e Sosialisasi Perizinan melalui Web-site Kota Bekasi;

e Sosialisasi melalui media massa.

2. Telah memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Walikota
Bekasi Nomor : 060/Kep.322-DPMPTSP/VIII/2019 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;

3. Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik
(GPP) yang bersifat integrative dan komprehensif dibeberapa tempat
seperti di MPP Mal BTC Bekasi Timur, GPP Mal Atrium Pondok Gede
dan GPP Cibubur Junction;

4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus dilakukan untuk
memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat
pemohon izin;

5. Pengembangan SDM ASN DPMPTSP terus dilakukan untuk
menabah profesionalisme dalam memuaskan masyarakat pemohon
izin, hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai IKM, salah
satunya adalah adanya reward and punishment(kode etik);

6. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing
penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah
ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2020;

7. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa

yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;
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8. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja,
dimana setiap tindakan atau angaran yang dikeluarkan, diharapkan
dapat menghasilkan sesuatu;

9. Telah dilaksanakannya setiap minggu rapat koordinasi internal untuk
struktural DPMPTSP untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan
yang tidak fokus pada hasil dan pengarahan dari Kepala Dinas
kepada seluruh aparatur DPMPTSP terkait pelaksanaan kegiatan
maupun Kinerja pegawai;

10. Memiliki Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) yang dapat
memudahkan proses Pelayanan Perizinan;

11. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak,
media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-
pihak terkait lainnya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
DPMPTSP Kota Bekasi;

12. Informasi pelayanan perizinan dapat  diakses melalui

www//dpmptsp.bekasikota.go.id&www//dpmptsp@bekasikota.qo.id;

13. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan
terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan
perizinan kepada masyarakat seperti :

e Simplikasi perizinan;

e Layanan pengantaran perizinan untuk perizinan dengan kriteria
tertentu;

e Pelayanan perizinan berbasis online serta aplikasi tracker
(pelacakan/pegecekkan progress);

e DPMPTSP Kota Bekasi melakukan inovasi dengan meluncurkan
aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL
ANTRI) Onlinedi Mal Pelayanan Publik, sehingga memudahkan
masyarakat dalam mengurus dan menggunakan layanan di Mal
Pelayanan Publik dengan mendaftar secara online sebelumnya;

e DPMPTSP Kota Bekasi menggunakan QR Code dalam validasi
serta keabsahan produk perizinan yang memudahkan pemohon

dapat mencetak izin secara mandiri.
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Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian

program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :

1. Adanya komitmen dari SKPD teknis dalam bekerjasama terkait proses

penerbitan perizinan yaitu dengan adanya petugas dari masing-masing
SKPD teknis yang berkantor di DPMPTSP Kota Bekasi;

. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.450-Org/VII1/2020

tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

Selain menggunakan APBD, adanya dukungan dari APBN berupa
Dana Insentif Daerah (DID) untuk kegiatan Pengembangan Pelayanan
pada Mall Pelayanan Perizinan (MPP) dan Pengembangan Sistem

Pelayanan Perizinan Online.

Dengan tersedianya data IKM, persentase rata-rata kecepatan

layanan waktu izin dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1.

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur
dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;

Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah
dilaksanakan secara periodik;

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya
yang perlu dilakukan;

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap
hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;

Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam
upaya peningkatan kinerja pelayanan;

Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit

pelayanan.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada

DPMPTSP Kota Bekasi, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator

program yang mendukung Program Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.4

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG
INDIKATOR KINERJA UTAMA IKM

CAPAIAN
NO INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI KINERJA
PROGRAM TAHUN 2020 | TAHUN 2020 | TAHUN 2020

(%)

1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan

2 | Persentase
Penerbitan Perizinan o

Bidang Jasa Usaha % 100 100 100
Sesuai SOP

3 | Persentase
Penerbitan Perizinan
Bidang % 100 100 100
Pembangunan
Sesuai SOP

4 | Jumlah Jenis
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
pada MPP

5 | Persentase Sistem
Pelayanan Perizinan % 100 57.14 57.14
yang Terintegrasi
Sumber data : Evaluasi Internal DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020, Diolah.

Indeks 82.80 82.80 100

Jenis 60 75 125

Dengan melihat capaian indikator program yang tercapai, maka
berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
Capaian indikator sasaran tersebut jika dikaitkan dengan target akhir
Renstra pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
IKM TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023

CAPAIAN INDIKATOR NILAI IKM
KINERJA SASARAN | SATUAN e P
Target Indeks 82.80 83.10

Realisasi Indeks 82.80 -

Sumber data : Renstra 2018-2023 dan Laporan Tahunan DPMPTSP Kota Bekasi
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Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator IKM pada tahun 2020
sebesar 82.80 dibandingkan dengan target Renstra pada Tahun 2023
sebesar 83,10, maka DPMPTSP Kota Bekasi harus dapat meningkatkan
lagi capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada
langkah-langkah konkrit dari DPMPTSP Kota Bekasi.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas
dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit
pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang
mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanDPMPTSP Kota
Bekasi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
SERTA TINGKAT EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA
UNTUK INDIKATOR KINERJA SASARAN IKM

PAGU REALISASI CAPAIAN | TINGKAT
NO | ‘Batarn it ANGGARAN ANGGARAN KINERJA | EFISIENSI
(Rp) Rp % (%) (%)
1 Indeks Pengelolaan 11.239.670.750 | 7.747.529.886 68.93 100 31.07
Kepuasan Pelayanan
Masyarakat Terpadu Satu
(IKM) Pintu
Pelayanan
Perizinan dan
Non Perizinan
IKM Pelayanan 5.943.000 5.943.000 100 100
Perizinan
Peningkatan 2.908.581.750 2.282.896.486 | 78.49 100 21.51
Kinerja

Pelayanan pada
Mall Pelayanan
Perizinan (MPP)

Pengembangan 8.325.146.000 5.458.690.400 | 65.57 100 34.43
Pelayanan pada
Mall Pelayanan
Perizinan (MPP)
(DID)

Program 750.750.000 561.515.000 | 74.79 100 25.21
Pengolahan
Data dan
Informasi
Peizinan dan
Investasi

Pengelolaan dan 150.750.000 136.800.000 | 90.75 100 9.25
Pengembangan
Sistem Pelayanan
Perizinan Online

Pengembangan 600.000.000 424.715.000 | 70.79 100 29.21
Sistem Pelayanan
Perizinan Online
(DID)

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA Tahun 2020,

diolah.
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua)
program dan 5 (lima) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator
sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan, dimana pagu anggaran pada program Pengelolaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintusebesar Rp11.239.676.750,00 (sebelas milyar dua
ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp7.747.529.886,00 (fujuh
milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembulan
ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), dengan demikian serapan
anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai IKM mencapai 68,93%.

Selain itu pada program Pengolahan Data dan Informasi Peizinan
dan Investasi dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp750.750.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)dengan
realisasi sebesarRp561.515.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima
ratus lima belas ribu rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang
dipergunakan untuk mencapai Nilai IKM mencapai 74,79%.

Jika dikaitkan dengan realisasi nilai IKM sebesar 82,80 dari target
nilai sebesar 82,80, atau dengan capaian kinerja sebesar 100%,
sementara serapan anggaran hanya sebesar 68,93% dan 74,79%, maka
dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya
dengan tingkat efisiensi sebesar 31,07% dan 25,21%, karena meskipun
terdapat sisa anggaran yang cukup besar, tetapi capaian kinerja dapat
memenuhi target dan mengalami kenaikan dari tahun 2019. Hal tersebut
dikarenakan DPMPTSP Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi
yaitu pembinaan petugas front office (FO) secara internal sehingga tidak
perlu mengundang nara sumber dari pihak luar.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran IKM
antara tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.6
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA IKM
TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

REALISASI KINERJA
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN
SASARAN 2019 2020
1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan

Indeks 82.75 82.80

DPMPTSP Kota Bekasi tidak puas diri dengan hasil Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sudah diraih saat ini oleh karena itu
untuk kedepan DPMPTSP akan lebih meningkatkan perbaikan dan inovasi
dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan
pelayanan perizinan kepada masyarakat secara optimal.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021
untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama
persentase capaian IKM yang meningkat di DPMPTSP adalah sebagai
berikut :

1. Melakukan Inovasi dalam IT pelayanan perizinan melalui sistem online.
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam
peningkatan pelayanan prima di bidang pelayanan perizinan dan

penanaman modal.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Nilai Investasi Daerah
Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala
Nasional (PMA/PMDN)

Indikator kinerja pada nilai realisasi investasi PMA dan PMDN
merupakan ukuran keberhasilan atas kebijakan penanaman modal yang
diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan iklim usaha yang
kondusif dan mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta
menarik investor baru dengan meningkatkan promosi daerah, maupun usaha
kerjasama dan investasi dengan calon investor dalam dan luar negeri.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DPMPTSP Kota Bekasi

Tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis yang telah
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ditargetkan tidak tercapai. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator
sasaran Peningkatan Nilai Investasi Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada
tabel berikut :

TABEL 3.7
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENINGKATAN NILAI INVESTASI DAERAH

TAHUN 2020
- TAHUN 2020
INDIKATOR SATUAN
TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA SASARAN
1 2 3 4 5 6
1 Persentase Nilai
. 10% -14,83% -148,3%
Investasi Berskala %
. (Rp6.661.394.899.708)
Nasional
(PMA/PMDN)

Sumber data: Renstra 2018-2023 Dinas PMPTSP Kota Bekasi &
BidangPengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas
PMPTSP

Dari tabel tersebut diatas bahwa target Persentase Peningkatan Nilai
Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)pada tahun 2020 sebesar 10%,
sementara realisasi mencapai -14,83%, maka capaian kinerja tahun 2020
atas  indikator = Persentase  Nilai Investasi Berskala Nasional
(PMA/PMDN)sebesar 148,3%, maka capaian indikator pada Tahun 2020
hasil yang diperoleh menunjukkan tidak tercapainya target yang sudah
ditentukan.

Adapun faktor penyebab belum tercapaianya atau target tahun 2020
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Masih rendahnya pemahaman para pelaku usaha terhadap tata cara
pelaporan LKPM terutama bagi para pelaku usaha baru;

2. Kurangnya pemahaman para pelaku usaha mengenai sistem pelaporan
LKPM berbasis NIB (OSS);

3. Penetapan target kenaikan nilai investasi yang terlalu tinggi untuk Kota
Bekasi pada Dinas PMPTSP;

4. Situasi pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap perkembangan
perekonomian dan investasi khususnya di Kota Bekasi.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Page 53



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase
Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)pada DPMPTSP
Kota Bekasi, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang
mendukung Program Perencanaa dan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENINGKATAN
NILAI INVESTASI DAERAH

CAPAIAN
INDIKATOR REALISASI TAHUN KINERJA
NO PROGRAM SATUAN TARGET TAHUN 2020 2020 TAHUN
2020 (%)
1 Persentase
Kenaikan
10 86.39
'I\D/Ic(a)réz?aman % 8.63%
Berdasarkan (Rp7.710.811.636.000) | (Rp6.661.394.899.708)
LKPM

Sumber data : Evaluasi Internal DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020, diolah.

Dengan melihat capaian indikator program yang tercapai, maka
berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase
Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA). Capaian
indikator sasaran tersebut jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada
Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENINGKATAN NILAI INVESTASI DAERAH
TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023

NILAI INVESTASI
CAPAIAN INDIKATOR SATUAN
KINERJA SASARAN 2020 2023
Target % 10 10
Realisasi % -14,83 -

Sumber data : Renstra 2018-2023 dan Laporan Tahunan DPMPTSP Kota Bekas

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Peningkatan Nilai Investasi
Daerah pada tahun 2020 sebesar -14,83% dibandingkan dengan target
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Renstra pada Tahun 2023 sebesar 10%, maka DPMPTSP Kota Bekasi harus
dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan agar dapat mencapai
target akhir pada Renstra 2018-2023. Dengan demikian kedepan harus ada
langkah-langkah konkrit dari DPMPTSP Kota Bekasi.

Walaupun masih belum mencapai target nilai investasi yang sudah
ditentukan namun bagaimanapunKota Bekasi termasuk peringkat 10 besar se
Jawa Barat, hal tersebut dikarenakan Provinsi Jawa Barat memiliki target
kenaikan nilai investasi sebesar 3% dari target tahun sebelumnya.
Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya
program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran
strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
Indikator Utama Peningkatan Nilai Investasi DaerahDPMPTSP Kota Bekasi
Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
SERTA TINGKAT EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA

UNTUK INDIKATOR KINERJA SASARAN
PERSENTASE NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMA/PMDN)

PAGU REALISASI CAPAIAN TINGKAT
NO | Roroia AN | ANGGARAN ANGGARAN KINERJA | EFISIENSI
(Rp) Rp % (%) (%)
1 Persentase Program 700.000.000 699.244.430 | 99.89 100 31.07
Nilai Perencanaan
Investasi dan
Berskala Pe_ngembangan
N lklim
Nasional Penanaman
(PMA/PMDN) | modal
Analisis Profil 200.000.000 199.244.430 | 99.62 100 0.38
Potensi
Investasi Kota
Bekasi (DID)
Pemberdayaan 500.000.000 500.000.000 100 100
UMKM Melalui
Kemitraan
dengan PMA
dan PMDN
(DID)

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA Tahun 2020,

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu)
program dan 2 (dua) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran
Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN), dimana pagu
anggaran pada program Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

dengan realisasi sebesar Rp699.244.430,00 (enam ratus sembilan puluh
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sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh
rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk

mencapai nilai Investasi Berskala Nasional mencapai 99,89%.

Jika dikaitkan dengan realisasi nilai investasi sebesar -14,83% dari
target nilai sebesar 10%, atau dengan capaian kinerja sebesar -148,3%,
sementara serapan anggaran sebesar 99,89%, maka dapat dikatakan
terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi
sebesar 0,11%. Tingginya penyerapan anggaran tapi target tidak tercapai
sehingga menyebabkan rendahnya capaian kinerja, hal tersebut dikarenakan
dua kegiatan tersebut dilaksanakan pada triwulan Ill dan IV sehingga
hasilnya (outcome) tidak dapat secara langsung dilihat terkait nilai investasi
Kota Bekasi. Untuk hasil (outcome) dari Kegiatan Pemberdayaan UMKM
Melalui Kemitraan dengan PMA dan PMDN adalah “Meningkatnya
Kemampuan Ekonomi dan Realisasi Investasi UMKM di Kota Bekasi”, dari
kegiatan ini diharapkan kedepannya dapat meningkatkan nilai investasi dan
perekonomian di Kota Bekasi melalui kegiatan UMKM yang semakin
berkembang dan maju dengan adanya kemitraan tersebut. Untuk hasil
(outcome) dari Kegiatan Analisis Profil Potensi Investasi Kota Bekasi adalah
“Informasi Potensi Investasi untuk Mencapai Realisasi Investasi PMA/PMDN?”,
dari kegiatan ini diharapkan untuk kedepannya akan banyak investor yang
tertarik menanamkan modalnyakarena sudah tersedianya informasi potensi
investasi di Kota Bekasi. Dari outcomedua kegiatan tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa proses vyang dibutuhkan tidak singkat dan
masihbanyaknyausaha yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk bisa
melihat hasilnya (outcome) di masa yang akan datang.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran IKM antara
tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA NILAI INVESTASI
TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA REALISASI KINERJA
— SASARAN AL 2019 2020
1 Persentase Nilai Investasi % -25.22 -14.83
Berskala Nasional
(PMA/PMDN)

Sumber data : LKIP DPMPTSP Tahun2019 dan Laporan Tahunan DPMPTSP
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Kota Bekasi
Di bawah ini merupakan perbandingan capaian realisasi investasi

secara lebih rinci mulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 :
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2020

TABEL 3.12

PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI INVESTASI

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

PERTUMBUHAN
NILAI INVESTASI INVESTASI TENAGA KERJA INDONESIA TENAGA KERJA ASING KET
(%)
PENYERTAAN
MODAL NON NON
NO | TAHUN SPIPISE NON SPIPISE PEMERINTAH TOTAL INVESTASI SPIPISE SPIOSE | TOTAL SPIPISE SPOSE | TOTAL
KOTA BEKASI
INVESTASIPMA | INVESTASI PMDN PMA PMDN PMA | PMDN
1 2017 2,640,853,070,000 | 1,387,221,735,673 10,075,572,464,138 |  45,250,000,000 14,148 897,269,811 28,89 2,721 1,061 data fidak 3,782 data tidak
tersedia tersedia
2 2018 3,697,706,700,000 | 2,674,864,900,000 4,053,481,904,800 |  34,000,000,000 10,460,053,504,800 14,02 915 1,525 data fidak 2,440 20 data fidak 20
tersedia tersedia
3 2019 3,154,301,900,991 | 4,086,281,800,000 581,563,370,008 7,822,147,070,999 17,92 1,981 2,329 data fidak 4310 data fidak
tersedia tersedia
4 2020 2.872.652.699.709 | 3.788.747.200.000 6.661.399.899.709 17,20 1.645 data fidak 1,645 175 1411 data fidak 1.586
tersedia tersedia
Nilai Rata-rata : 9.773.124.436.329,75
Sumber Data : Laporan DPMPTSP Provinsi Tahun 2020
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Sebagai perbandingan peningkatan nilai investasi dengan kota lain
berdasarkan wajib LKPM di Jawa Baratperiode Januari sampai dengan
Desember Tahun 2020, Kota Bekasi masih lebih tinggi dibanding
dengan Kabupaten Bandung. Nilai investasi di Kota Bekasi mencapai
Rp6.661.399.899.709 dengan jumlah LKPM sebanyak 1.442dan
memberikan kontribusi sebesar 5,53% ke dalam realisasi investasi
Provinsi Jawa Barat, sedangkan nilai investasi Kabupaten Bandung
sebesar Rp3.946.607.555.667 dengan jumlah LKPM sebanyak 1.079
memberikan kontribusi sebesar 3,28% terhadap realisasi investasi
Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.13
PERBANDINGAN CAPAIAN INVESTASI
N KAB/KOTA | Jumlah Jumlah Jumlah Investasi ]
0. LKPM Tzna_ga (Rp) Rasio (%)
erja
Kota
1 _ 1.442 4.310 6.661.399.899.709 5,53
Bekasi
Kabupaten
2 1.079 8.731 3.946.607.555.667 3,28
Bandung

Sumber data : Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat

Secara nasional, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman
Modal RI realisasi investasi di Jawa Barat berada pada peringkat
pertama realisasi PMA dan PMDN sebesar 14,6% dari total keseluruhan
investasi nasional. Proporsi realisasi PMA di Jawa Barat terhadap PMA
secara nasional yaitu sebesar 16,7%, hal ini menjadikan Jawa Barat
berada pada peringkat pertama. Namun, proporsi realisasi PMDN Jawa
Barat terhadap realisasi PMDN secara nasional menempati peringkat
kedua yaitu sebesar 12,4% setelah Jawa Timur yang berada pada
peringkat pertama dengan proporsi sebesar 13,5%, dapat dilihat pada

grafik berikut ini :
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GRAFIK 3.4 Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

PMDN PMDN +PMA
st
(13,5%)
Jawa Barat

Jawa Barat
Rp120,4T

_— Rp51,4T (14,6%)

(12,4%)

DKl Jakarta
Lainnya / —_— Rp43,0T DKl Jakarta
Rp95,0T

/_ (11,5%)
Riau
Banten/ \RpSA,lT

Rp31,1T 8,3%)
(7,5%)

Rp198,2T (10,4%)
(47,9%)

Jawa Timur

Jawa Barat /_ Rp783T
Us$4,8M (9,5%)
Lainnya (16,7%)
Us$ 14,0 M DKl Jakarta
@s6% N\ 4/_ US$3,6M

(12,6%) \
Lainnya
Banten
“Mmuku Utara Rp420,4 T WL Rp62,0 T
Us$2,4M 9
S (50,8%) Jawa Tengah (7,5%)

(8,4%)

\ Rp50,2 T
(6,1%)
Sulawesi Tengah Banten

US$1,8M us$2,1m

(6,2%) 7,5%) T=Triliun

M= Miliar

Sumber data : BKPM RI Tahun 2020

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada di BKPM, baik
dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional
serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal.
Adapun isu strategis BKPM Tahun 2020-2024tersebut adalah:

1. Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,

2. Penanaman modal yang belum berkualitas, dan

3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor
needs.

pada BKPM tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian
sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah,
lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian”
sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024

Strategi Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan perekonomian
sangat memerlukan dukungan dari berbagai bidang, dan salah satunya
adalah investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitasi
Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan
fasilitasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai upaya

Pemerintah Kota Bekasi dalam perbaikan iklim penanaman modal yang
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selaras dengan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) dalam rencana aksinya antara lain :

e Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan
dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi
peraturan);

e Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan
penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP dibidang
penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan
Kabupaten/Kota (sebagai contoh melalui pelaksanaan MPP dan GPP
di Kota Bekasi);

e Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), penyediaan online tracking
system dan meningkatkan perekonomian dan minat investor,
kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online
Singel Submission (OSS).

Pemerintah Kota Bekasi, khususnya DPMPTSP Kota Bekasi terus
melaksanakan dan menyempurnakan berbagai instrumen kebijakan
yang dapat menjaring dan meningkatkan minat investasi sehingga apa
yang ditargetkan dapat tercapai dan terealisasikan, salah satunya
dengan memberikan kemudahan proses perizinan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021
untukmeningkatkan realisasi capaian kedepannya ada beberapa
kebijakan yang dikeluarkan DPMPTSP yang diharapkan mampu
mendorong pertumbuhan investasi, kebijakan tersebut diantarannya :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal,
memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat
peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah;

2. Tersedianya informasi peluang usaha unggulan dan data potensi dan

peluang investasi yang akurat;
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3.3

. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam

meningkatkan pelayanan prima di bidang pelayanan perizinan dan

penanaman modal,

. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada

upaya peningkatan daya saing dan pro investasi.

. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan agar banyak

investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi;

. Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pengembangan investasi

dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;

. Melakukan pelayanan yang terbuka, mudah, cepat dan transparan

dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas
pelayanan perizinan dan penanaman modal yang diterima

masyarakat.

REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas

pokok dan fungsinya, pada Tahun 2020 DPMPTSP Kota Bekasi
dialokasikan anggaran sebesar Rp33.122.364.000,00 pada penetapan
APBD Tahun 2020 yang dijabarkan dalam 8 (delapan) program dengan

rincian sebagai berikut :

TABEL 3.13
PAGU ANGGARAN DPMPTSP KOTA BEKASI
PER PROGRAM TAHUN 2020

URUSAN/BIDANG URUSAN PAGU ANGGARAN

NO | pEMERINTAH DAERAH DAN SEBELUM SETELAH
PROGRAM KEGIATAN PERl(J:SHAN PERUBAHAN (Rp)
1 3 6

A | BELANJA TIDAK LANGSUNG
14.733.164.000 13.859.847.600

B | BELANJA LANGSUNG

18.389.200.000 26.124.490.750
! 55#3'53?#2 %i%‘é'lﬁ (Lpu) | 12.007.200.000 13.414.150.000
1 f\ﬁﬁﬁilrzé'?y:r”kiﬂtoran 11.497.200.000 13.031.550.000
? EQ?FE?QLZZTZ %;gfgtusrarana 460.000.000 382.600.000
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2020

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

50.000.000

BELANJA LANGSUNG
URUSAN (BLU)

6.382.000.000

12.710.340.750

Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

200.000.000

19.920.000

Program Pengelolaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP)

5.682.000.000

11.239.676.750

Program Pengolahan Data dan
Informasi Perizinan dan

250.000.000

750.750.000

Investasi

4 Program Perencanaan dan
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

- 700.000.000

5 Program Promosi Penanaman

Modal

250.000.000

TOTAL

33.122.364.000

39.984.338.350

Sumber data : Bagian Keuangan DPMPTSP Per Desember Tahun 2020

Total anggaran DPMPTSP Kota Bekasi berubah pada saat penetapan
P-APBD menjadi Rp34.509.854.656,00 dengan realisasi sebesar
Rp34.509.854.656,00 (86,31%), dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.14

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DPMPTSP KOTA BEKASI
SETELAH P-APBD PER PROGRAM TAHUN 2020

URUSAN/BIDANG URUSAN
NO PEMERINTAH DAERAH DAN PAGU REALISASI
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN o
(Rp) %
1 3 6 7 8
A | BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.859.847.600 | 12.941.057.050 93,37
B | BELANJA LANGSUNG
26.124.490.750 | 21.568.797.606 82,56

1 BELANJA LANGSUNG

PENUNJANG URUSAN (BLPU) 13.414.150.000 | 12.540.588.290 93,49
1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 13.031.550.000 | 12.253.531.917 94,03
2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 382.600.000 287.056.373 75,03
3 Program Peningkatan Kapasitas -

Sumber Daya Aparatur - -
" BELANJA LANGSUNG

URUSAN (BLU) 12.710.340.750 | 9.028.209.316 71,03
1 Program Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal 19.920.000 19.920.000 100
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2 Program Pengelolaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) 11.239.676.750 | 7.747.529.886 68,93
3 Program Pengolahan Data dan
Informasi Perizinan dan Investasi 750.750.000 561.515.000 74,79
4 Program Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman 700.000.000 699.244.430 99,89
Modal

5 Program Promosi Penanaman
Modal - - -

TOTAL 33.122.364.000 | 39.984.338.350 | 86,31

Sumber data : Bagian Keuangan DPMPTSP Per Desember Tahun 2020

Penyerapan anggaran sebesar 86,31% dipengaruhi oleh hal sebagai

berikut :

1. Adanya intruksi dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah
Daerah untuk percepatan penyesuaian APBDTahun 2020 dalam
rangka penanganan Covid-19;

2. Pembinaan petugas front office (FO) secara internal sehingga tidak

perlu mengundang narasumber dari pihak luar.

3.4 PRESTASI YANG DICAPAI
DPMPTSP telah memiliki beberapa penghargaan yang di raih
sampai dengan Tahun 2020yaitu :

a. Terbaik | Kota Sektor PTSP Lomba Inovasi Daerah Tatanan
Normal Baru Produktif dan Aman COVID-9 dari Kementerian Dalam
Negeri Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi menerima langsung
penghargaan yang diserahkan oleh Deputi Pelayanan Publik,
Kemenpan RB;

b. Juara Favorit 3 Daerah Favorit Lomba Inovasi Daerah Tatanan
Kehidupan Baru (New Normal), diserahkan langsung oleh Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Penghargaan
tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kompleks
Kemendagri, Jakarta;

c. Best In Profesional & Leadership.

1. Juara 1 Lomba Video Inovasi Kategori PTSP;
2. Juara 3 Favorit Video Inovasi.
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BAB IV

PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan
berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi
pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi
dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi
pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban
dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP
akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk
menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintah
yang baik.

LKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun
2020inidimaksudkansebagaipertanggungjawabandanevaluasikinerjadinas,
yang
selanjutnyauntukdapatdipergunakansebagaipedomandanlandasanuntukmere
ncanakan program dankegiatanpadatahunberikutnyaserta
landasanuntukpengambilankebijakandalamrangkaperbaikanpelayananperizin

an.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan
data pendukung yang kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah
diuraikan dalam bab Ill, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh
DPMPTSP Kota Bekasi untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai
prioritas dalam pembangunan Kota Bekasi. Upaya ini telah mencakup
perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai
bagian dari kebijakan strategis dalam mendukung 45 Kegiatan Prioritas Kota

Bekasi..

Hasil evaluasi kinerja dan analisisnya yang diperoleh gambaran
mengenai capaian kinerja DPMPTSP Kota Bekasi secara keseluruhan

berdasarkan 2 (dua)Sasaran Strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama
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(IKU) DPMPTSP Kota Bekasi dimana untuksasaran ke-1 (satu) mencapai

target dan pada sasaran ke-2 (dua) belum mencapai target.

Pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Bekasi dari Sasaran Strategis ke-1 (satu)

adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan MPP Bekasi Tread Center (BTC) sebagai sarana
kemudahandalampelayananperizinan bagi masyarakat;

2. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi
menggunakan QR Code dalam validasi serta keabsahan produk
perizinan.

3. DPMPTSP Kota Bekasi melakukan inovasi dengan meluncurkan
aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL
ANTRI) Online.

4. Up grade system informasi yang terus ditingkatkan setiap tahun dimana
di Tahun 2020 DPMPTSP Kota Bekasi sudah melakukan simplikasi
perizinan melalui mekanisme perizinan Online yang pada saat ini ada 33
izin yang proses pembuatan sudah memakai aplikasi SILAT (Sistem
Pelayanan Perizinan Terpadu) dan rencana di Tahun 2021 semua
perizinan di DPMPTSP akan berbasis online yang tujuannya untuk
mencapai pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;

5.  Peningkatanpelayananperizinansecaraprofesionalismeberdampakpadap
eningkatannilai IKM sebesar 82,80 (semester Il);

Untuk Sasaran Strategis ke-2 (dua) kinerja DPMPTSP Kota Bekasi tidak
mencapai target disebabkan masih rendahnya pemahaman para pelaku
usaha terhadap tata cara pelaporan LKPM terutama bagi para pelaku usaha
baru dan kurangnya pemahaman para pelaku usaha mengenai sistem
pelaporan LKPM berbasis NIB (OSS) dan tingginya target kenikan nilai
investasi yang ditetapkan untuk Kota Bekasi pada Dinas PMPTSP, juga
dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap
perkembangan perekonomian dan investasi khususnya di Kota Bekasi.

LKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020 khususnya sebagai dokumen
pendukung Renstra 2018-2023 dan Renja 2021 mencakup juga penentuan

program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Bukan hanya sekedar
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pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga

pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi
perbaikan kinerja DPMPTSP Kota Bekasi ke depan khususnya Sasaran
Strategis ke-2 yaitu “Peningkatan Nilai Investasi Daerah” dengan Indikator
Sasaran “Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional
(PMDN/PMA)”, beberapa langkah akan dilakukan, yaitu :

1. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali
potensi dan peluang investasi di wilayah Kota Bekasi diharapkan
menjadi solusi agar jenis investasi lebih banyak;

2. Lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di
Kota Bekasi sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk
menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan
pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai
realisasi investasi di Kota Bekasi akan meningkat;

3. Promosi dan penggalian potensi dari UMKM yang akan bertujuan untuk
peningkatan perekonomian kemasyarakatan;

4. Terus menggali inovasi terkait proses perijinan yang cepat, mudah dan
transparan;

5. Sinergitas dan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait akan terus

ditingkatkan sejalan dengan perijinan online yang terintegrasi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang
menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga
penting dipergunakan oleh bidang dan sekretariat di lingkungan DPMPTSP
Kota Bekasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang.
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